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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah membahas tentang Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang, maka penulis dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Jenis sengketa dibagi berdasarkan jenis produk yang disengketakan yaitu Sengketa 

barang, contoh sengketa Makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, perhiasan, 

elektronik, dan lain-lain. Sengketa jasa, contoh sengketa Asuransi, Perbankan 

(Keuangan), Pembelian rumah (properti), Kredit kendaraan bermotor (leasing), 

Transportasi umum, Telekomunikasi, Listrik, Air/PDAM, Pelayanan kartu kredit, dan 

lain-lain. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di   BPSK   Kota   

Padang yaitu sebagai berikut:  

a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada 

konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan seperti ganti kerugian 

b. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, 

saran dan upaya lain dalam menyelesaikan sengketa 

c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 

mengeluarkan ketentuan 

2. Efektivitas   merupakan   suatu   kondisi   yang   memiliki   penafsiran   terbentuknya 

sesuatu dampak yang dikehendaki, efektifnya sesuatu jika tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya berhasil untuk diwujudkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektivitasan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa konsumen di BPSK kota 

Padang adalah: 
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a. faktor pengaturan tentang mediasi pada BPSK, yang mana aturan mediasi 

merupakan elemen pertama yang dapat mempengaruhi efeltivitas mediasi. 

Mediasi pada BPSK kota Padang ditengahi oleh tiga orang mediator yang 

menyebabkan sulitnya menyatukan komunikasi antara mediator. Aturan 

tentang batasan waktu penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibatasi 

selama 21 (dua puluh satu) hari juga mempengaruhi tingkat keberhasilan 

mediasi. Tidak di wajibkan nya mediator berlisensi yang membantu proses 

mediasi pada BPSK Kota Padang akan mempengaruhi tingkat kenetralan dan 

keprofesionalan mediator yang akan berdampak kepada hasil mediasi.  

b. Pemberdayaan dan pengoptimalan peran mediator sebagai elemen kedua 

yang mempengaruhi efektivitas mediasi dengan memaksimalkan pelatihan 

mediator melalui metode-metode yang lebih mutakhir akan dapat melahirkan 

mediator-mediator profesional yang senantiasa bersikap netral yang tentunya 

melalui peran mediator yang demikian itu mediasi akan menjadi upaya 

penyelesaian sengketa konsumen yang efektif.  

c. Perlunya dilengkapi sarana dan prasaran yang ada di BPSK kota Padang 

untuk menunjang pelaksanaan mediasi sehingga menjadi lebih efektif.  

d. Elemen sikap dan budaya hukum para pihak yang bersengketa juga menjadi 

faktor penting dalam menentukan tingkat keefektifan mediasi atau 

keberhasilan upaya mediasi. 

B. Saran  

1. Peran BPSK Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama 

konsumen akan Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu dilakukan secara 

berkala dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi agar dapat meningkatkan 

pengetahuan pelanggan mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau sebagai 
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pelaku usaha sesuai dengan UUPK. BPSK Kota Padang dapat membuat sebuah Web 

atau Kontak Pengaduan untuk pelanggan/konsumen di lingkup BPSK Kota Padang 

yang dirugikan agar dapat dengan mudah melakukan pengaduan secara online karena 

keterbatasan jarak yang cukup jauh. 

2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana BPSK Kota Padang agar untuk 

menunjang pelaksanaan pelaksanaan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan 

pelaku usaha sehingga menjadi lebih efektif. 

3. Bagi konsumen perlu adanya kesadaran yang lebih untuk memahami dan mempelajari 

dengan seksama apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

4. Bagi pelaku usaha perlu adanya kesadaran dalam melaksanakan aktivitasnya pada 

dunia usaha. Diharapkan tidak ada lagi pelaku usaha yang berbuat curang dengan 

mengesampingkan hak-hak konsumen pada saat menggunakan barang dan jasa yang 

disediakan. 


